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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan
Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi
PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
Beberapa Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan inovasi kami lakukan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya
adalah pelaksanaan seluruh tugas yang diberikan oleh PPID dalam hal
keterbukaan melalui Website Disperakim (disperakim.jatengprov.go.id), Website
PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah
(ppid.disperakim.jatengprov.go.id) dan media sosial seperti X (@disperakimitg),
Instagram (@disperakimprovjateng), tiktok (@disperakimjateng) serta youtube
(Disperakim Jateng).

Dalam Pelayanannya, PPID Pelaksana Disperakim menerapkan 3 (tiga)
prinsip yaitu tepat waktu, cara sederhana, dan murah dengan menjunjung tinggi
integritas dalam menjawab seluruh pelaporan dan kebutuhan informasi
masyarakat melalui Aplikasi LaporGub maupun melalui website dan media sosial.
Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi
dimana saja dan kapan saja.

Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah
juga bertekad untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia,
memperbarui standar pelayanan informasi, serta memanfaatkan teknologi
informasi secara optimal. Upaya ini diharapkan mampu menjawab dinamika
kebutuhan informasi publik yang semakin berkembang, sehingga pelayanan

yang diberikan tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga adaptif terhadap
tantangan di masa mendatang.
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Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh
dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun
memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan
ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2025 ini.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
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Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
PPID Pelaksana Disperakim

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik serta merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan

Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan
publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa
Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi
Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik,
selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).
Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PPID dalam
melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi serta menjamin
pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah
berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada
permintaan informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia,
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia.
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Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka
penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut
semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh
Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum
yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2)
Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara
cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional. Selain hal tersebut Keterbukaan
Informasi publik juga mendukung terciptanya tata Kelola pemerintahan yang
baik dan bersih (good governance). Beberapa peraturan yang digunakan dalam
Keterbukaan Informasi Publik antara lain sebagai berikut :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian
dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang  Pelayanan  Informasi  Publik  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
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Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Disperakim Provinsi Jawa
Tengah terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan wujud pernyataan
kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan
Informasi Publik (KIP), maka Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu
mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa
Tengah. Implementasi UU KIP pada tahun 2025 diawali dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Tengah Nomor : 022/11/2025 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.6.2/59/V1/2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah
ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.6.2/59/VI/2025 dan kemudian
pada Lampiran I disusunlah Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah. Dimana Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana dijabat oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Adapun Struktur Organisasi PPID
Pelaksana adalah sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

1. KEPALA BIDANG KETERPADUAN PKP

2. KEPALA BIDANG PERUMAHAN

3. KEPALA BIDANG PERTANAHAN

4. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

ATASAN PPID

KEPALA DINAS

PPID PELAKSANA [/ KETUA

SEKRETARIS DINAS

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAG UMUHM DAN

]

BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI

BIDANG PELAYANAN
INFORMASI

BIDANG PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

BIDANG DOKUMENTASI
DAN ARSIP

BIDANG PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMAS]

TIM PELAKSANA BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI

TIM PELAKSANA BIDANG
PELAYANAN INFORMAS]

TIM PELAKSANA BIDANG
PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

TIM PELAKSANA
BIDANG DOKUMENTASI
DAN ARSIP

TIM PELAKSANA BIDANG
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI

Gambar 1.1

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Selain membentuk SK PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, PPID Disperakim Provinsi Jawa

Tengah dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga membentuk SK Pembentukan

Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.6.3.4/61/VII/2025

Tanggal 31 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media

Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa

Tengah 2025.

Dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah mempublikasikan

Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara

dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
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ZAEN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus.

Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Semarang, 0 September 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

LA

&
ff Aot

| o A
Boedyo Dharmawafi, $.T., M.T,
PembinaUtama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003

Gambar 1.2
Maklumat Pelayanan Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat atas akses informasi publik
secara cepat, efisien, dan efektif serta untuk memenuhi kebutuhan akan

informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menyediakan
berbagai sarana informasi  baik  melalui  Website  Disperakim
(disperakim.jatengprov.go.id), Website PPID Pelaksana Disperakim Provinsi
Jawa Tengah (ppid.disperakim.jatengprov.go.id) dan media sosial seperti X
(@disperakimjtg), Instagram (@disperakimprovjateng), Tiktok
(@disperakimjateng) serta Youtube (Disperakim Jateng). Sarana-sarana
informasi tersebut mempunyai berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, serta
masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi
formulir yang telah disediakan di website PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah,
selain itu masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui

Media Sosial Disperakim Provinsi Jawa Tengah.
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Formulir Permohonan Informasi

Gambar 1.3
Formulir Permohonan Informasi Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Untuk meningkatkan Pelayanan Informasi di Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa Tengah
menyediakan fitur-fitur yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas yang
tersedia dalam Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah dengan fitur Voice dan Fitur Aksesbilitas yang ramah
terhadap Penyandang Disabilitas serta Fitur Aksesbilitas juga tersedia dalam
Website PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dalam Media Sosial
Disperakim Provinsi Jawa Tengah kini ramah terhadap Penyandang Disabilitas
karena di setiap video tersedia teks maupun voice. Sarana prasarana di
bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah
dilengkapi sarana prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas seperti
tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas, Akses masuk Disperakim
dilengkapi dengan Ramp, Akses menuju ruangan dilengkapi dengan Hand Rail,
Akses menuju Kamar Mandi dilengkapi dengan Hand Rail, Tersedia Hand Rail di
dalam Kamar Mandi, TV informasi yang dilengkapi fitur voice, teks, dan gambar.
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Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan terciptanya tata
Kelola pemerintahan yang transparan dan Good Governance serta berpartisipasi
dalam mewujudkan terciptanya “Disperakim Terbuka” khususnya di wilayah
Jawa Tengah. Setiap tahun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Keterbukaan Informasi Publik yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat mempertahankan predikat

Badan Publik Informatif untuk keenam kalinya secara berturut-turut.

Tahun 2018 Keterbukaan Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah belum masuk dalam kategori
menuju informatif maupun informatif. Namun pada Tahun 2019 Disperakim
Provinsi Jawa Tengah terus melakukan perbaikan Tata kelola Keterbukaan
Informasi Publik, tahapan-tahapan seleksi yang diberikan oleh Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah telah diselesaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan sangat baik
sehingga membawa PPID Pelaksana Disperakim kepada kategori Badan Publik
“Menuju Informatif”.

Pada awal tahun 2020, penetapan pandemi Covid-19 oleh WHO telah
memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia di seluruh dunia,
termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi keadaan darurat
Kesehatan tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah
penyebaran dan penanggulangan penyebaran Covid-19, termasuk kebijakan Non
Medis. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi
terkait pandemi Covid-19 secara akurat, efektif, dan efisien kepada masyarakat
sebagai perwujudan prinsip transparansi sebagaimana amanat UUD NRI dan UU
KIP. Kondisi tersebut nyatanya berpengaruh besar terhadap kriteria Penilaian
dan teknis pelaksanaan penilaian keterbukaan informasi publik di Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah khususnya. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi
Pelayanan Publik yang semula dapat dilakukan secara tatap muka dialihkan
menjadi virtual dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.
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Tahun 2021 kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, sehingga
rangkaian tahapan-tahapan yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara
virtual kini dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan
protokol Kesehatan yang ketat. Di Tahun 2022 kondisi pandemi Covid-19 sudah
semakin membaik, pasca pandemi Covid-19 banyak kegiatan-kegiatan yang
dilakukan melalui tatap muka dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.
Sejalan dengan itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Disperakim melakukan beberapa perbaikan berdasarkan penilaian
pada tahun 2021. Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Monitoring
dan Evaluasi pada tahun 2022 dilakukan melalui system E-Monev Komisi
Informasi Pusat (https://e-monev.komisiinformasi.go.id/). Dan pada tahun 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
mendapatkan predikat Badan Publik Informatif.

Pada Tahun 2023 Monitoring dan Evaluasi dilakukan penilaian Kembali
melalui  system  E-Monev  Komisi  Informasi  Pusat  (https://e-
monev.komisiinformasi.go.id/). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman telah melalui beberapa tahap penilaian antara lain Tahap I Penilaian
Website dan Media Sosial, Tahap II Penilaian SAQ, Tahap III Penilaian Visitasi
Verifikasi, Tahap IV Uji Publik. Di Tahun 2024 dan 2025 Monitoring dan Evaluasi
penilaian kembali dilakukan, mulai dari penilaian Tahap I yaitu mengecek
kepatuhan terhadap ketersediaan informasi wajib berkala pada website dan
media sosial badan publik, Tahap II yaitu pengisian Self Assessment
Questionnaire (SAQ) melalui system E-Monev Komisi Informasi Pusat (https://e-
monev.komisiinformasi.go.id/), Tahap III yaitu Uji Kompetensi, Visitasi dan

Verifikasi yang terdiri atas tes uji guna mengukur pemahaman dan kompetensi
PPID dalam keterbukaan informasi publik serta pemeriksaan kelengkapan
dokumen dalam SAQ sesuai pengisisan di system aplikasi E-Monev dan
presentasi tim PPID, Tahap IV yaitu Uji Publik, Setelah semua tahapan penilaian
dilalui maka di selenggerakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) Award Tahun 2025.
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Akhirnya pada tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Jawa Tengah mampu melalui tahapan-tahapan Monitoring dan Evaluasi oleh
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menjadi SKPD dengan kategori
“"INFORMATIF” untuk Keterbukan Informasi Publiknya, sehingga PPID Pelaksana
Disperakim Provinsi Jawa Tengah selama 6 Tahun berturut-turut menjadi SKPD
dengan kategori "INFORMATIF”,

J'

Gambar 1.5
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Tengah menerima penghargaan KIP Awards sebagai Badan Publik
"INFORMATIF”

Guna mempermudah dan mempercepat pemberian layanan informasi,
PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah melakukan pengklasifikasian
dan pendokumentasian informasi publik untuk kemudian dikoordinasikan dan
dikumpulkan kepada PPID. Untuk informasi yang sifatnya terbuka, dilakukan
pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan
informasi serta merta.

Terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID
bersama unit terkait lainnya, dalam hal ini PPID Pelaksana Disperakim Provinsi
Jawa Tengah, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan

PPID | 13

S20z unye BuajerAold wpjesadsiq euesyead aldd

Hiand Iseuioju] ueueAejed ueunye] uelode



bersama dan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana yang di tuangkan dalam
berita acara Uji Konskuensi.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar
informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan
sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya
pemerintahan serta perwujudan good governance di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.
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Gambaran Umum |
Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik Tahun 2025
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Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID
Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID. Apabila ada
permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan
penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID dan
memenuhi SOP sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Pelaksana
Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan ruang Pelayanan
Informasi Publik yang berada di lantai 1 dan lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa
Tengah, dalam ruangan tersebut terdapat fasilitas seperti :

Meja petugas berjumlah 2 buah

Kursi petugas berjumlah 4 buah

Kursi Tamu berjumlah 10 buah

Sofa Tamu kapasitas 6 orang berjumlah 1 unit
Layar LED TV berjumlah 1 buah

Smart TV berjumiah 1 buah

Komputer PC berjumlah 1 buah

Desktop berjumlah 1 buah

Laptop berjumlah 1 buah

Printer berjumlah 2 buah

X-Banner pelayanan informasi berjumlah 1 buah

W P NSO WUM R WNRE
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Gambar 2.1
Ruang PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Informasi kedinasan terpasang tepat di /obby pintu masuk Disperakim
Provinsi Jawa Tengah dan juga memiliki berbagai macam kanal informasi,
baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, website
http://disperakim.jatengprov.go.id dan
http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id media sosial seperti Tiktok, X,
Intagram, Facebook dan Youtube.

Strategi yang dilakukan untuk Memenuhi Kelengkapan Tata Kelola
Permohonan Informasi adalah :

1. Menyediakan Format Formulir Permintaan Infomasi, Pengajuan

Keberatan, dan Pengaduan;
2. Menugaskan staf untuk meminta langsung/melalui email kepada
sumber-sumber Pemohon informasi.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan
softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Bagi Pemohon yang
ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat
mendatangi ruang PPID atau Helpdesk yang terdapat di lantai 1 Gedung
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah,
Jalan Madukoro Raya Blok AA-BB Komplek PRPP. Pada tahun 2025 bagi
pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonannya dapat
langsung mengunjungi Disperakim Provinsi Jawa Tengah, namun
permohonan juga dapat dilakukan melalui online.
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Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai
pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih
dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan hal
itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media
komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan
online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial
seperti X, maupun Instagram

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID
Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan
layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala, informasi setiap
saat dan juga telah menetapkan informasi yang dikecualikan). Situs resmi
PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah
(http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/) menjadi sarana utama dalam
penyampaian informasi publik Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang
termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP. Selain informasi yang diumumkan
secara berkala tersebut di website, PPID Pelaksana Disperakim juga
menyediakan berbagai macam informasi maupun kegiatan yang dilakukan
oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa
Tengah melalui kanal Media Sosial baik melalui X, Instagram maupun
Youtube.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik pada PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah,
mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi.
Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana dibantu oleh tim PPID dari bidang-
bidang terkait di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Jawa Tengah untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada PPID Utama.
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